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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Safirum 

PERATURAK BUPATI BOJONEGORO 
l'fOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAK BANTUA.1' KEUANGA.1' KEPADA 
PEMERINTAHAN DES.A 

Menimbang 

Mengingat 

DENGA.1' RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJOl'fEGORO 

bahwa unruk menindaklanjuti ketenruan Pasal 133 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Oaerah 
scbagai.mana Lelah diubah yang kedua kalinya dcngan 
Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 20 I l , 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang Pedoman 
Pengclolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemcrint.a.han 
Desa; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembenlukan Oaerah-Daerah Kabupalen/Kota Dalam 
L,ingkungan Provinsi Jawa Timur (Oiumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tafmn 2004 lcntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang 
Pcmerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
diubah tcra.khir kalinya dcngan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4~44,); 

. ...~ 
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6 . Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemcrincah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerincahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Ta.mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

l 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, 
Pcmerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

12. Peraruran Menteri Dala.m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

13. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 
Nomor 3); 

15. Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATJ TENTANO PEDOMAN PENGELOLAAN 
BANTUAN KEUANOAN KEPADA PEMERJNTAHAN DESA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyclenggara Pemerintahan Dacrah. 

4 . Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
5. Keuangan. Daerah adalah semua hale dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kcwajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bcrsama oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD, dan 
ditetapkan dcngan peraturan daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan dacrah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8 . Satuan Kcrja Pengelola Keuangan Dacrah, yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
mclaksanakan pengelolaan APBD. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sclanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

10. Tim Anggaran Pcmcrintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh 
Sekretaris Oaerah yang mcmpunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kcbijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pcjabat pcrcncana daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA­
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah selaku Benda.hara Umum Daerah. 

12. Dokumen Pc:laksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat 
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja 
Pengelola l<euangan Dacrah selaku Benda.hara Umum Daerah. 
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13. Pemerintahan Dcsa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pcmerint.ah Desa dan Sadan Pennusyawaratan Desa daJam mcngatur 
dan mengurus kepeotingan masyarakat setempat berdasarkan asal­
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kcsatuan Republik Indonesia. 

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyeJenggara Pemerintahan Desa. 

15. Sadan Pennusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat SPD adaJah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi daJam 
penyelenggaraan Pcmerintahan Desa sebagai unsur penyclcnggara 
Pcmerintahan Dcsa. 

16. Sanluan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa adalah Bantuan 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa daJam rangka 
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
peningkatan kemampuan keuangan Desa. 

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat diniJai dengan uang 
termasuk didalamnya segaJa bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban desa tcrscbut. 

18. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa adaJah rencana kcuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 
dibahas dao disetujui bcrsama oleh Pemerintah Desa dan Sadan 
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

19. Pernegang Kckuasaan Pengelolaan Keuangan Des.a adaJah KepaJa Dcsa 
yang karena jabatannya mcmpunyai kewenangan menyelenggara.kan 
keseluruhan pengelolaan keuangan desa 

20. Sendahara Oesa adalah perangkal desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa 
unruk menerirna, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam 
rangka pelaksanaan APSDcsa. 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraruran Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan 
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sect.a monitoring 
dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kcpada Pemerintahan Desa yang 
bersumbcr dari APSO Kabupaten Sojoncgoro. 

PasaJ 3 

(1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
daJam Pasal 2 berupa uang yang bersifat umum dan khusus. 
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(2) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat umum 
adalah bantuan keuangan yang penggunaannya discrahkan kepada 
Pemerintahan Desa dalam bencuk Alokasi Dana Desa (ADO). 

(3) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus 
adalah bantuan keuangan yang penggunaannya telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah, ulamanya yang berbentuk infrastruktur. 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan keuangan kepada 
Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah 
didasa.rkan pada ketentuan Peraruran Perundang-undangan. 

(2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pcmerintahan Desa sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (1) dilakuk.an setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja urusan wajib. 

(3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dirujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 
program dan kegiat.an Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatut.an, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

BAB Ill 
PERSYARATAN 

PasaJ 5 

Persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat 
umum diatur dalam peraturan tersendiri. 

PasaJ 6 

(1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Oesa yang bersifat 
khusus dila.kukan dengan persyarat.an : 
a. Semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah 

Daerah telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan 
sesuai Peraturan Perundang-undangan ; 

b. Bersedia menyediakan dana pendamping yang berasaJ dari APBOesa 
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen); 

c. Telah melunasj pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 
menjadi baku dcsa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya ; 

d. Telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi dan Pemcrintah Kabupaten Bojonegoro. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dinya takan oleh Kepala 
Desa dengan diketahui oleh CamaL 

(3) Format pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Pengecualian dari persyarat.an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah atas nama Bupati. 
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(5) Bantuan keuangan untuk pcmbangunan/rehab bala.i/kantor dcsa hanya 
dapat diberikan kepada Oesa yang mengikuti lomba atau clipersiapkan 
mengikuti lomba oleh Pemerintah Daerah. 

BAB IV 
PENGANGGARAN 

Pasal7 

(I) Pcmcrintah Oesa menyampaikan usulan/proposal bantuan keuangan 
secara tertulis kcpada Bupati melalui Camat. 

(2) Format usulan/proposal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam La.mpiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Bupati menunjuk SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan 
fungsinya untu.k mclakukan evaJuasi usulan/proposal sebagaimana 
dimak~ud pada ayat (1). 

(4) Kcpala SKPD yang mcmbidangi daJam mcla.lrukan evaJuasi atas 
usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan : 
a. keterkaitan usulan kegiatan dcngan program Pemcrintah Daerah ; 

b. kelengkapan persyaratan administrasi; 
c. besaran bantuan yang diusulkan. 

(5) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyampaikan hasiJ evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati. 

(6) Format hasil cvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 
dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak Lerpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

SKPD yang membidangi sebagaimana dimak.sud daJam Pasal 7 ayat (3) 
meliputi: 

a. Urusan pekerjaan umum, permukiman dan perumahan dibidangi oleh 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupatcn Bojonegoro; 

b. Urusan pemberdayaan masyarakat Oesa dan Pemerintahan Oesa 
clibidangi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupalen Bojonegoro ; 

c. Urusan peningkatan ketahanan pangan clibidangi olch Kantor Ketahanan 
Pangan Kabupaten Bojoncgoro; 

d. Urusan pembinaan pemerintah Dcsa clibidangi oleh Bagian Pemerinlahan 
Sekretarial Daerah Kabupaten Bojonegoro ; 

e. SKPD terlentu yang dilunjuk berdasarkan ketentuan Peraruran 
Perundang-undangan. 
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Pasal9 

( 1) Hasil rckomcndasi Kcpala SKPD yang mcmbidangi menjadi dasar 
persetujuan Bupati. 

(2) Persctujuan Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
pencantuman pagu anggaran belanja bantuan keuangan kcpada 
Pemerintahan Desa dalam rancangan KUA dan PPAS. 

Pasal 10 

(1) Rcncana banruan kcuangan kepada Pemerintahan Dcsa cticantumkan 
dalam RKA-PPKD. 

(2) RKA-PPKD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penganggaran bantuan keuangan dalam APBD csuai Pcraturan 
Perundang-undangan. 

BABV 
PEL.AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 11 

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan 
Desa berdasarkan atas OPA-PPKD. 

PasaJ 12 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan kepada 
Pemcrintahan Desa beserta. besaran uang dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBO dan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD. 

(2) Pcncrima bantuan keuangan sebagaimana climaksud pada ayat (1) menjadi 
dasar penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa. 

(3) Pencairan bantuan kcuangan ctilakuka n dengan mekanisme pembayaran 
langsung (LS). 

Pasal 13 

(1) Pencairan bancuan keuangan sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 12 
ayat (3) dilakukan oleh PPKD setclah SKPD yang mcmbidangi 
menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM. 

(2) Surat/ Nota pennintaan penerbitan SPP dan $PM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diJampiri : 

a. Proposal pencairan yang disertai rcncana penggunaan dana; 

b. Fotocopy Nomor Rekening Bank Bendahara Ocsa ; 

c . Palcta lntegritas ; 

d . Kuitansi tanda tcrima; 

e. Surat pemyataan telah memenuhi persyaratan yang diketahui Camat ; 
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f. Surat pemyataan kesanggupan mclaksanakan pekerjaan. 

(3) Format Surat/Nota pcnnintaan pencrbitan SPP dan SPM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum daJam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Format Pakta lntcgrit.as sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
tcrcantum daJam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Format Surat Pemyataan Kesanggupan Mcla.ksanakan Pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf r tercantum pada Lampiran 
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 14 

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan 
kepada Pemcrintahan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang­
undangan. 

BAB VI 
PERTANGOUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

PasaJ 15 

Pertanggungjawaban Pcmerintah Dacrah atas pembcrian bantuan keuangan 
kepada Pcmerintahan Desa, mcliputi: 
a. Kcputusan Bupati tcntang penetapan da.ftar pencrima bantuan keuangan; 
b. Proposal pencairan; 
c. Fotocopy Nomor Rekenfog Bank Bendahara Desa ; 
d . Pakta lntegritas; 
e. Kuitansi tanda terima; 
f. Surat pemyataan Lelah memenuhi pcrsyaratan; 
g. Surat pemyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; 
h. Bukti transfer uang at.as penyalura.n bantuan keuangan kepada 

Pemerintahan Desa. 

Pasal 16 

(1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab 
secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. laporan penggunaan dana ; 
b. sural pemyataan tanggung jawab penggunaan dana ; 

c . bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintcgrasi 
dalam pertanggungjawaban APBDesa sesuai Peraturan Perundang­
undangan. 
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(3) Format laporan penggunaan dana dan pemyataan tanggung jawab 
penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
hurur b tercamum dalam Lampiran Vll dan Lampiran VIII yang 
merupakan bagian cidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sejak berakhimya waktu kegiatan sesuai proposal pencairan, kecuali 
ditentukan lain oleh Pe ratur-an Perundang-undangan. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh pcnerima bantuan keuangan selaku 
obyek pemcriksaan. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 17 

(1) SKPD yang membidangi dan Carnal sctempat melakukan monitoring dan 
evaluasi atas pembcrian bantuan kcuangan kepada Pemerintahan Desa. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD 
yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

PasaJ 18 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 17 ayat (2) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan yang tidak 
sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka Pemerintahan Desa selaku 
penerima mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang­
undangan. 

BAB Vlll 
KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 19 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupali 
Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2011 t.cntang Tata Cata Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Sunga, Hibah, Banruan Sosial, Bantuan 
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pada APBD 
Kabupaten Bojonegoro, sepanjang mcngcnai ketentuan Bantuan Keuangan 
Kepada Pcmcrintahan Desa, dinyatakan tidak bcrlaku lagi. 
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Pasal20 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mcnga.cu pada 
ketcntuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal21 

Peraturan Bupati ini mulru berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 17 Pebruari 2014 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYOTO 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 17 Pebruari 2014 

SEKRETARIS DA.ER.AH KABUPATEJlf BOJONEGORO 

ttd. 

SOEHADI MOEWONO 

BERITA DAER.AB KABUPATEN BOJONEGORO TAHUM 2014 NOMOR 10 . 

SE 
.,.,..d~iQq.n sesuru dengan aslinya 

~~~DftZ,.,~l:.An ~ OPATEN BOJONEGORO 

bra. io~oit;,e,ro;,p-
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 1 008 



LAMPIRAN I PERA.TlJRAN BUPATI BOJONEOORO 
NOMOR : 10 TAHUN 2014 
TANGGAL : 17 PEBRUARl 2014 

SURAT PERNYATAAN MEMENUBI PERSYARATAN 

Yang bertandatangan di bawah ini, kami : 

Nam a 
Jabatan Kepala Desa ................. •) Kecamatan ........... •) 

Kabupatcn Bojonegoro 

Menyatakan dengan sebenamya, bahwa : 
l. Semua pekerjaan/ kegiatan yang berasal dari program Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro baik yang bersifat fisik (lnfrastruktur) maupun 
bantuan dana untuk Desa ..................... ") Kecamatan ......................... •) 
Kabupacen Bojonegoro Tahun ........ ) telah kami laksanakan dan 
pertanggungjawabkan serta kami laporkan scsuai Peraruran Perundang­
undangan yang berlaku. 

2. Berkaitan dengan bancuan keuangan dari Pemerintah Kabupatcn 
Bojonegoro, karni bcrsedia menyediakan dana pcndamping yang berasal dari 
APBDesa sclrurang-kurangnya 100/4 (scpuJuh persen) dengan uraian: 
Nama kegiatan : ............... (pcruntukan bantuan sesuai APBD); 
Nilai bantuan : Rp ..................... (sesuai APBD) ; 
Nilai pendamping : Rp .................... ( .... %). 

3. Kami telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 
menjadi baku untuk Desa .......... *) Kecamatan ......................... *) 
Kabupatcn Bojonegoro Tahun ...... ""). 

4 . Telah mela.ksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sebcnar-benamya . 

Mengetahui 
Carnal ..................... •) 

Ttd dan s tempel 

.......... (Nama lengkap) ..... 

.............• ............. 20 .. . 
Kcpala Desa ............ •) 

Meteral 
6.000 

Ttd dan Stempel 

ama lengkap) .. 

Keterangan :*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat 
.... ) Diisi tahun sebelumnya 

Salinan sesuai dcngan aslinya 

SEKRETARIS DAERAII 
KABOPATM BOJONEOORO 

Dn. EBADI IIOBl.tpll<tJru 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 l 008 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYOTO 



LAMPJRAN II PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 10 TAHUN 2014 
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2014 

KOP PEMERIKTAH DESA 

Bojoncgoro, .............. 20 .. . 

Nomor 
LampU'an : I (sacu) berkas 

Permohonan Banluan 
Keuangan Pemerint.ahan 
Oesa. 

Kcpada 

Yth.BUPATI BOJONEGORO Perihal 

IJj 

di -
BO J O N EGO R 0. 

Schubungan dengan upaya pcrcepatan pcmbangunan clan 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa .............. Kecamatan 
................ , kami mengharapkan kiranya dapat dibcrikan bantuan 
keuangan Pemerintahan Desa, sehingga pelaksanaan tugas dan 
fungsi kami dapat berjalan secara optimal serta bcrperan aktif dalam 
percepatan pcmbangunan guna peningkatan taraf hidup dan 
kesejahteraan rakyat. 

Bantuan kcuangan sebagaimana dimaksud akan dipergunakan 
untuk kegjatan...... .. . .. .. . . .. .. . .... .. .. ... dengan nila.i ajuan sebesar 
Rp ......... ( ... ............ .......... ) sebaga.imana proposal lerlampir. 

Demikian pcnnohonan kami, atas pcrkenan Bapak diucapkan 
terima kasih. 

Salinan sesuai dengan aslioya 

- -SE-KRETARIS DAERAB 
ltABUPATEK BO.JOIIEGORO 

Kepala Desa ........... . 

Ttd dan Stempel 

... (Nama lengkap) .. 

BUPATI BOJONEGORO, 

tld. 

H. SUYOTO 

-=- ~ so 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 1 008 



NO 

1 

I. 
2 
3 
4 

-c::: 

LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI BOJONEOORO 
NOMOR : 10 TAHUN 2014 
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2014 

BASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL 
BA.NTUA.N KEUA.NGAJlf KEPADA PEMERINTAHA.N DESA 

UNTUK APBD TAHUl'f ... ... . .. .... . 

DESACALON 
URAlAJf PElfERDIA USULAB BA.JffUAN 

2 3 

dst 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARlS DAERAB 
iUPATENBOJON'EGORO 

~,/ 
~, ~ ~,~ 

i#f. soEBADMaiwoMO.MM 
Pembina Ulama Madya 

NIP. 19600131 198603 l 008 

JUIILAB BESARAN/ NlLAI 

A.TOAN 
BANTUAN YANG 

DlSETUJUI 

4 5 

KEPALA SKPD ............... , 

BUPATI BOJONEGORO, 

ltd. 

H . SUYOTO 



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : IO TAHUN 2014 
TANOGAL : 17 IPEBRUARI 2014 

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN 8PM 

Nomor 
SiCat 
Lampiran: 
Perihal : Pcnnintaan Penerbitan 

SPP dan SPM Bantu.an 
Keuangan Pemerintahan 
Desa. 

Bojonegoro, ... ........... 20 .. . 
Kepada 
Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro 
di• 

B OJ O N E O O R 0. 

Bersama ini kami sampaikan permintaan peneTbitan SPP dan SPM 
Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sejumlah .... ( ....... ) Desa 
dengan nilai sejum.Jah Rp.. ...... ... . .. .. . ... . . ... .. ..... ( ............. ....................... . 
rupiah) sebagaimana rekapitulasi te rlampir, disertai dengan lampiran 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini yaitu: 

1. Proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana ; 
2. Fotocopy Nomor Rekening Bank Bendahara Desa ; 
3. Pakta lntegritas ; 
4. Kuitansi tanda terima; 
5. Surat pemyataan tclah memenuhi persyaratan; 
6. Surat pemyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan. 

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian untuk maklwn dan atas kerjasamanya disampaikan terima 

kasih. 

~ ~~~:sesuai dengan aslinya 

~~ ARIS DAERAB WI KABUPATEN BOJOIIEGORO 
~'s~ .,-1.~,..., 

.. \J! m..so£12ll.YII 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 l 008 

Kepala SKJ>O, ......•....••.•...• 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYOTO 



LAMPIRAN V P ERA'fURAN BUPA'fl BOJONEGORO 
NOMOR : 10 TAHUN 2014 
TANGGAL : 17 PEBRUARJ 2014 

PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : 
Nam a ............ ..................... . 
Jabatan Kepala Desa ............. Kecamatan .. .. .... ....... . 

Kabupaten Bojonegoro 

Menyatakan bahwa 
l . Kami benar•benar pcnerima bantuan keuangan dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sebesar 
Rp. . ...... ................. ( ........... ........................... rupiah) ; 

2. Bantuan Kcuangan yang kami terima tersebut alcan kami pergunakan 
dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposaJ yang kami ajukan 
berdasarkan dengan ketentuan yang bcrlaku ; 

3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 di atas 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima dana bail< 
secara administratif maupun materiil. 

Demikian Pakta lntegritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana 
mestinya. 

Salinan scsuai dengan aslinya 

SEKRETARJS DAERAB 
Ji.&al\l.rATEN BOJONEGORO 

1/ .I' -'~ 
'( ~n@-tnriu,@m:,. 

Pembina Utama Madya 
NlP. 19600131 198603 I 008 

Bojonegoro, ................. 20 .. 

Kepala Desa ...... ..... . 

~'ftd dan stempel 
~ 

BUPATI BOJONEGORO, 

ltd. 

H. SUYO TO 



LAMPIRAN Vl PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 10 TAHUN 2014 
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2014 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 

Yang bertandatangan di bawah ini, kami : 

Nama 
Jabatan Kepala Desa ......... .... .... •) Kecaroatan .. ......... *) 

Kabupaten Bojonegoro 

Mcnyatakan dengan scbcnarnya, bahwa kami sanggup mclaksanakan 
bancuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 
. . . . . . . . .. .. . . ... (.. ... . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. . .. rupiah) berupa kegiatan 
............. ....................................... .... , dengan mcmperhatikan kctcntuan 
sebagai berikut : 

l . Akan mencantumkan dana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan 
Delanja Desa scsuai ketentuan yang bcrlaku ; 

2 . Akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materiil sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan ; 

3 . Oalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa atau tida.k 
dilaksanakan sampai akhir tahun, ma.ka kami akan mcngembalikan ke 
Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sebenamya . 

Pembina Utama Madya 
NlP. 19600131 198603 1 008 

.. ............ ............. 20 .. . 
Kepala Desa ............ *) ~---

Meterai 
S.OOO Ttd dan stcmpel 

... (Nama lengkap) .. 

BUPA'TI BOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYOT O 



LAMPJRAN vn PERATURAN BUPAT! BOJONEGORO 
NOMOR : 10 TAHUN 2014 
TANGGAL : 17 PEBRUARl 2014 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN 

Bojonegoro, ... .. .... .. ........... .. 20 ... . 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada 

Yth. BUPATIBOJONEGORO Perihal : La.poran Penggunaan 
Dana Bantuan Kcuangan 
Desa. 

Melahn 
Pejabat 'PengeJola Keuangan 
Daerah (PPKO) 
di -

B O J O N E G O R 0 . 

Bersama ini kami sampaikan dengan honnat kepada Bapak 
Bupati, Laporan Pcnggunaan Dana Banh.tan Keuangan yang telah 
kami terima sejumlah Rp ....... ................... ( ..... .. . ............................ .. 
rupiah). 

Dana Bantuan Kcuangan dimaksud telah digunakan sesuai 
dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut : 

NO PENGOUNAAN JUIILAH UANG KETERANGAN 
1 2 3 4 
1 Beli bahan bamrunan 
2 Penl{adaan meja kursj 
3 Honorarium 
4 Ds t 

--- TOTAL 

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan 
baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pemyataan 
Tanggung jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan terlampir 

Demikian disampaikan untuk mcnjadi maklum. 

Tembuaan : 

Hormat kami, 
Penerima Bantuan Keua ngan, 

Yth. l. Sdr. Kepala ............ (Selaku SKPD Teknis) 
2. Sdr. Camat ... ......... .. ........... . 

Salinan sesuai dengan aslinya 

DAE.RAB 
BOJOKEGORO 

Pembina Utama Madya 
NTP. 19600131 198603 l 008 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

H. S UYO TO 



 

l..AMPIRAN Vlll PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR : 10 TAHUN 2014 
TANGGAL : 17 PEBRUARJ 2014 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNOJAWAB PENGOUNAAN DANA 

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : 

Nama 
Jabatan Kepala Desa ................. -") Kecamatan ........... •) 

Kabupaten Bojonegoro 

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah mela.ksanakan bantuan 
keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan 
................... sesua.i proposal pencairan dana dengan perincian : 

a. Ju.mlah Bantuan Rp .............................. . 
b. Jurnlah penggunaan Rp ........................ ,. ...... -
c. Sisa da.na Rp ............................... . 

sena memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 

1. Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik ; 
2. Tclah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sesuai ketentuan yang berlaku ; 
3. Sisa dana telah kami sctor ke Kas Daerah Kabupaten Bojoncgoro 

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sebenamya . 

Salinan sesuai deogan aslinya 

AR.J.SDAERAB 
TEN BOJONEOORO 

Pembina Uta.ma Madya 
NIP. 19600131 198603 I 008 

.............. ............. 20 .. . 
Kepala Oesa ............ *) 

~ Ttd dan Stempel 

... (Nama lengkap) .. 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYOTO 


